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ABSTRAK

Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu
narkoba sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu narkoba.
Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkotika sangat
diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkotika untuk dapat
terlepas dari ketergantungan narkotika secara individu. Tujuan dalam penelitian
ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum peran rumah rehabilitasi narkoba,
untuk mengetahui upaya rumah rehabilitasi narkoba dalam meminimalisir angka
penyalahgunaan narkoba di kota Medan, untuk mengetahui kendala rumah
rehabilitasi dalam merehabilitasi pengguna narkoba dan bagaimana upaya
mengatasinya.Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian
ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh
secara langsung dari penelitian di Panti Yuami Medan. Pengumpulan data
menggunakan metode penelitian kepustakaan dan lapangan. Data yang terkumpul
tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif
atau dijabarkan dengan kalimat.Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengaturan
hukum peran rumah rehabilitasi narkoba diatur dalam Peraturan Bersama Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial
Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian
Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
Upaya rumah rehabilitasi narkoba dalam meminimalisir angka penyalahgunaan
narkoba adalah dengan merehabilitasi para pecandu dan pengguna narkoba.
Kendala rumah rehabilitasi dalam merehabilitasi pengguna narkoba adalah
kurangnya dukungan terhadap korban untuk direhabilitasi, kurangnya
pemahaman/sosialisasi tentang rehabilitasi di kalangan masyarakat, setelah keluar
dari panti, masyarakat sulit menghilangkan stigma buruk pecandu narkoba

Kata Kunci: Rehabilitasi, Pecandu, Narkoba.

ABSTRACT
The role of rehabilitation in healing addiction for drug addicts is very
important, because of the increasing number of drug addicts. The effectiveness of
rehabilitation to cure victims of narcotics is very necessary, considering the
difficulty of victims or narcotics users to be able to escape from drug dependence
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individually. The purpose of this study was to determine the legal regulation of the
role of drug rehabilitation homes, to determine the efforts of drug rehabilitation
homes in minimizing the number of drug abuse in the city of Medan, to find out
the obstacles to rehabilitation homes in rehabilitating drug users and how to
overcome them. This research is juridical empirical. Sources of data in this study
are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from
research at Panti Yuami Medan. Collecting data using library and field research
methods. The collected data will be analyzed carefully using qualitative analysis
or described in sentences. Based on the results of the research, it is known that
the legal regulation of the role of drug rehabilitation homes is regulated in a Joint
Regulation of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia,
the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Minister
of Health of the Republic of Indonesia, the Minister of Social Affairs of the
Republic of Indonesia, the Attorney General of the Republic of Indonesia, the
Chief of the Police of the Republic of Indonesia, the Head of the Indonesian
National Police. National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia. The
efforts of drug rehabilitation houses in minimizing the number of drug abuse are
to rehabilitate addicts and drug users. Obstacles of rehabilitation homes in
rehabilitating drug users are the lack of support for victims to be rehabilitated,
lack of understanding/socialization about rehabilitation among the community,
after leaving the orphanage, people find it difficult to remove the bad stigma of
drug addicts

Keywords: Rehabilitation, Addict, Drugs.

A. Latar Belakang

Sejalan semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba, pemerintah telah
mengupayakan menindak tegas para sindikat dan pengedar dengan memberikan
hukuman berat, bahkan sampai hukuman mati. Adapun bagi korban pengguna
atau pecandu, pemerintah telah mengupayakan untuk mengurangi dampak buruk
akibat penggunaan narkoba yaitu dengan cara memberikan fasilitas rehabilitasi,
baik secara medis maupun sosial. Hal ini dilakukan agar korban pengguna
narkoba dapat kembali sembuh, menjadi manusia produktif, mampu bekerja
memenuhi kebutuhan kehidupan serta keluarganya, dan menjadi generasi bangsa
yang sehat dan kuat.

Pengguna narkotika dapat dibedakan antara lain sebagai pecandu narkotika
dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika merupakan orang yang
menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan
ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan
korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja
menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau
diancam untuk menggunakan narkotika.

Menurut  perspektif  yuridis, pengguna narkoba tidak dapat
dikategorisasikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah
menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (an act must take place that
involves harm inflicted on someone by the actor). Pandangan inilah yang
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kemudian mengarahkan pada pemahaman bahwa pengguna narkoba merupakan
salah satu bentuk dari kejahatan tanpa korban (crime without victim). Hal itu
berarti apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak
dapat dikatakan sebagai kejahatan, sehingga tidak dapat dihukum.

Pecandu narkotika merupakan self victimizing victims, karena pecandu
narkotika menderita sindroma ketergantungan (dependence) yang semula disebut
adiksi dan habitasi akibat dari penyalahguna narkotika yang dilakukanya sendiri.
Saat ini Indonesia dihadapkan pada permasalahan narkotika yang sudah sangat
mengkhawatirkan, di mana terdapat empat juta orang lebih yang sudah terlanjur
mengkonsumsi narkotika, ditambah lagi dengan narkotika ilegal baik sintetis,
alami, maupun narkotika jenis baru yang beredar luas di masyarakat. Segala upaya
dalam menyelesaikan masalah narkotika di Indonesia sudah banyak dilakukan
terutama oleh para penegak hukum, akan tetapi sampai saat ini pecandu narkotika
belum berkurang bahkan cenderung bertambah. Salah satu hal yang menyebabkan
permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan adalah pandangan masyarakat
terhadap pengguna narkotika yang masih dianggap sebagai pelaku kejahatan,
sampah masyarakat, dan berbagai stigma lainnya, sehingga pencandu dihukum
penjara.

Pecandu narkotika menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku
tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya ketentuan undang-
undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada
para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan
pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya
ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal
ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika
sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari
penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya.

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika menyatakakan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat
melakukan dua hal, vyaitu pertama, hakim dapat memutuskan untuk
memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan
apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana
narkotika, kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang
bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan/rehabilitas, apabila
pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana
narkotika. Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa korban peyalagunaan
narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari
kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan self
victimization atau victimless crime. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka
mengoperasionalkan Pasal 54 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika di mana pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial. Kaitan ini diharapkan penyalahguna narkoba akan dijerat
dengan pasal penyalahguna saja (Pasal 127 Undang Undang No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika), dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana hakim dapat memutus
atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi.
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Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya
kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para pengguna narkotika yang
tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai korban atau pasien yang
harus diberi empati. Apabila seorang pecandu narkotika telah divonis bersalah
oleh hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya, untuk memberikan
kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim
dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani
pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkotika tidak
terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkotika, dalam arti
hanya sebagai pengguna narkotika yang termakan bujukan, hakim dapat
menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan
dan/atau perawatan.

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna narkoba tidak dapat dipisahkan
dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan
sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan
hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang
mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai self
victimizing victims adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara,
sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai
korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan
dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa
pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menganut
double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana
penyalahgunaan narkotika, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam
menjatuhkan vonis atau putusannya dalam menangani perkara pengguna/pecandu
narkotika, berdasarkan keyakinan hakim dalam hal memberikan sanksi tindakan.

Perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengacu pada double
track system, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pecandu narkotika
adalah sebagai self victimizing victims yaitu korban sebagai pelaku, victimologi
tetap menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun korban
dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka
pecandu narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan.
Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana atau
kejahatan maka juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan
bahwa double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana
penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.

Double track system dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan
narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-
ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku
penyalahgunaan narkotika, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan
mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda
dengan pelaku tindak pidana lainnya. Di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana
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yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana
yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa
rehabilitasi. Penentuan sanksi terhadap pecandu narkotika, apakah akan
diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan, penentuannya berada di tangan
hakim.

Kebijakan untuk menempatkan korban pengguna narkoba di tempat
rehabilitasi tidak dapat berjalan secara baik karena masih terbentur dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dalam
hal ini korban pengguna narkoba sampai sekarang ini masih diposisikan sebagai
pelaku tindak pidana, akibatnya mereka tidak memperoleh perawatan dan
pemulihan secara maksimal karena harus mendekam di dalam penjara. Padahal
jika dicermati dengan seksama, khususnya dari perspektif medis, banyak ahli
berpendapat bahwa sebenarnya para individu pengguna narkoba merupakan
korban sindikat atau mata-rantai peredaran dan perdagangan gelap narkoba yang
sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para
pengguna tersebut ingin lepas dari jeratan narkoba tetapi karena syarafnya sudah
teracuni candu oleh zat adiktif maka hal itu sulit dilakukan, oleh karena itu
pengguna atau pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien pada
umumnya.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan dan hal ini
sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika ditegaskan bahwa hakim
dapat memutus atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan
dan atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan
diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu
tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkotika yakni untuk menjamin pengaturan
upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika.

Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa hakim cenderung
menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu. Akibatnya pecandu narkotika
mendekam di lapas tanpa diberi kesempatan untuk direhabilitasi, sehingga
pelaksanaan rehabilitasi belum berjalan secara maksimal. Melihat situasi dan
kondisi semacam ini, tentu akan berujung pada tidak selesainya persoalan
narkoba, karena ini sama artinya dengan memindahkan pecandu ke dalam tembok
penjara tanpa ada upaya untuk disembuhkan, bahkan dapat menjerumuskan
mereka ke dalam peredaran gelap narkoba. Pada dasarnya pecandu narkoba
memiliki sifat adiksi dengan tingkat relaps yang tinggi, sehingga tidak dapat pulih
dengan sendirinya, mereka perlu dibantu untuk disembuhkan.

Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
mewajibkan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, namun Undang-undang
Narkotika No. 35 Tahun 2009 Narkotika secara kontradiktif juga memberikan
hukuman penjara bagi pecandu narkotika. Kriminalisasi terhadap pengguna
narkotika terlihat dalam Bab XV Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-
Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang menjerat pelaku dalam semua
perbuatan seperti memiliki, menguasai, menyimpan, jual beli dan lain sebagainya
yang memberikan pelaku hukuman penjara bukan rehabilitasi, namun hingga saat
ini tidak ada data mengenai persentase terdakwa kasus narkotika yang
mendapatkan vonis penjara ataupun rehabilitasi.
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Sanksi pidana bagi pecandu narkotika jenis shabu selain diberikan sanksi
pidana juga hakim memberikan putusan untuk dilakukan rehabilitasi sebagaimana
dalam kasus yang dilakukan oleh Moh. Iswan Kandari alias Kenedy yang tanpa
hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan | bukan tanaman. Akibat perbuatan menggunakan narkotika
jenis sabu oleh Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa Moh. Iswan Kandari alias Kenedy oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan memerintahkan terdakwa menjalani
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis di Rumah Sakit
Tombulilato, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo selama 4 (empat)
bulan. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Maret 2020 Nomor 271
/Pid.Sus/2019/PN Gto dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dan dalam
tingkas kasasi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi.penelitian ini
dirumuskan dalam suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang
dilakukan Panti Yuami Medan ?

2. Bagaimana upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang dilakukan Panti
Yuami Medan ?

3. Apa kendala dalam rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan bagaimana
upaya mengatasinya pada Panti Yuami Medan?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum
yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu melakukan penelitian langsung ke Panti
Narkoba Yuami Medan.

Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada
norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder.
Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif merupakan penelitian yang
terdiri dari:

a) Penelitian terhadap asas-asas hukum
b) Penelitian terhadap sistematika hukum
c) Penelitian sejarah hukum

d) Penelitian perbandingan hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi
objek penelitian. Deskriptif analistis, merupakan metode yang dipakai untuk
menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung
yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek
penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian
dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dalam penulisan ini menguraikan hal-hal tentang sanksi pidana penjara
dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian
yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan
diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada,
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sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam

pembahasannya.

Data sekunder terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan
kaidah hukum ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (text book), jurnal-
jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat
dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut
nama situsnya.

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus
umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data
sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini
agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung
jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan
yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-
pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok
permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan,
karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

b. Studi Lapangan (Field Research), yaitu menghimpun data dengan melakukan
wawancara pada 5 (lima) orang responden sebagai informasi yang
berhubungan dengan penelitian ini, yang dijadikan sebagai data pendukung
atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang
diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca,
mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang
berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan
mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-
undangan yang berkaitan dengan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.

b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis
yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman
wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap
persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk
permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik
wawancara.

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah
proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori
dan kesatuan uraian dasar. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian
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disistemasikan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui
pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif
adalah upaya vyang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,
mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat
diceritakan pada orang lain, sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh
dan sistematis.

C. Pengaturan Hukum Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Yang
Dilakukan Panti Yuami Medan

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan
global yang sudah menjadi ancaman serius dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah
menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Penyalahgunaan narkoba biasanya
diawali dengan pemakaian pertama pada usia SD atau SMP karena tawaran,
bujukan, dan tekanan seseorang atau kawan sebaya.

Istilah narkoba sesuai dengan surat edaran Badan Narkotika Nasional
(BNN) No SE/03/1V/2002 merupakan akronim dari narkotika, psikotropika dan
bahan adiktif lainnya. Narkoba yaitu zat-zat alami maupun Kimiawi yang jika
dimasukan ke dalam tubuh baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik,
intravena dan lain sebagainya dapat mengubah pikiran, suasana hati, perasaan dan
perilaku seseorang.

1. Narkotika.

Kata narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics yang berarti
obat bius. Dalam bahasa Yunani disebut dengan narkose yang berarti
menidurkan atau membius. Narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang
bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan
sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menmbulkan
ketergantungan atau ketagihan. Narkotika menurut Widharto adalah zat atau obat
yang dapat menghilangkan kesadaran (bius) mengurangi dan menghilangkan rasa
nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Menurut Achmad Kabain bahwa
narkotika adalah zat-zat alamiah maupun buatan (sintetik) dari bahan
candu/kokania atau turunannya dan padanannya.

Ketentuan umum Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa
pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan
atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan
rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Begitu bahayanya akibat yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan
narkotika, sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika
menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam
jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
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lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000
(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Kemiskinan menyebabkan orang rentan terhadap penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang
Narkotika menyebutkan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau
serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang
ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika (bahan dasar
pembuatan narkotika).

Penggunaan narkotika secara ilegal di seluruh dunia termasuk Indonesia
menunjukkan peningkatan tajam merasuki semua bangsa dan umat semua agama,
sehingga benar-benar mengkhawatirkan. Di tanah air sekarang penyalahgunaan
narkotika sudah merambah di seluruh pelosok tanah air, segala lapisan sosial
ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, hotel, dan lain-lain.

Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan
kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bansa yang
kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di
pedesaan. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu beberapa
jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau
teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan
fungsi sosialnya.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan
perilaku. Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkoba dengan tidak
tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya adalah
mengonsumsi narkoba dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan
indikasi klinisnya) serta tidak sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang
diberi ijin untuk menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksinya).

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk
maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah
berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan
gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika
yang dilakukan secara terus menerus akan mempengaruhi fungsi berfikir,
perasaan dan perilaku orang yang memakainya. Keadaan ini bisa menimbulkan
ketagihan  (addiction) yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan
(dependence).

Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan
untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang
meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya
dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan
psikis yang khas. Addiksi adalah istilah yang dipakai untuk melukiskan keadaan
seseorang yang menyalahgunakan obat sedemikian rupa sehingga badan dan
jiwanya memerlukan obat tersebut untuk berfungsi secara normal.
Ketergantungan, kecanduan, addiksi disebut penyakit, bukan kelemahan moral,
meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan
narkotika dapat dijelaskan gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh
(relaps), dan berlangsung progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak
ditolong dan dirawat dengan baik.
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Seseorang yang terlibat narkotika biasanya mengalami gangguan fungsi
kerja tubuh dan perilaku dikarenakan oleh zat adiktif/candu yang terkandung
dalam berbagai jenis narkotika. Mereka tidak dapat mengendalikan diri untuk
berhenti begitu saja, sehingga menghilangkan kontrol sosial mereka. Keadaan
seperti ini membuat mereka siap melakukan apa saja untuk mendapatkan
narkotika. Inilah yang membentuk karakteristik para pemakai narkotika.

Masalah penyalahgunaan narkotika bukan merupakan aib keluarga, tetapi
merupakan masalah nasional tanggung jawab bersama yang harus ditanggulangi
secara terpadu, terkoordinir, terarah dan berkelanjutan serta dilakukan secara
serius/sungguh-sungguh. Semua komponen bangsa harus merasa terpanggil untuk
melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan melakukannya dengan penuh keikhlasan sebagai
suatu ibadah. Pecandu narkotika secara kenyataan belum dapat dikatakan sebagai
pecandu secara yuridis atau menurut hukum jika pecandu tersebut belum
melakukan kewajiban dan hak pecandu yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan tentang narkotika.

Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor: 143), tanggal 12 Oktober 2009,
yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Narkotika
(lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67), karena sebagaimana pada bagian
menimbang dari Undang-Undang Narkotika huruf e dikemukakan bahwa tindak
pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan
menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh
jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama
di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan
masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997
Tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan
kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana
tersebut. Berdasarkan ketentuan 153 Undang-Undang Narkotika, bahwa dengan
berlakunya Undang-Undang Narkotika, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dikaitkan dengan beberapa ahli hukum tentang politik hukum khususnya,
hukum itu diberlakukan dalam bentuk undang-undang yang kemudian hari dalam
penerapannya banyak terdapat kendala, yang juga bersumber dari undang-undang
dan politik hukum pemberlakuan undang-undang. Beberapa ahli tersebut
berpendapat bahwa politik hukum itu sendiri berbeda dengan pendapat penerapan
hukum oleh ahli hukum lainnya, sama halnya dengan pendapat ahli hukum
tentang apa itu hukum, pastilah menemukan jawaban yang berbeda antara yang
satu dengan yang lainya.

Dilihat dari pandangan beberapa ahli ini dihubungkan dengan Undang-
Undang Narkotika adalah undang-undang narkotika yang disahkan pada 14
September 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997
Tentang Narkotika. Pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997
tidak lagi dapat mencegah secara efektif tindak pidana narkotika yang semakin
lama semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif, serta bentuk
kejahatannya yang terorganisir. Secara substansial, perubahan yang signifikan
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pada Undang-Undang Narkotika dibandingkan dengan undang-undang terdahulu,

adalah pada penekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana

yang berlebihan, dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sangat

besar.

D. Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Yang Dilakukan Panti
Yuami Medan

Program rawat inap lanjutan diberikan pada pasien dengan salah satu atau
lebih kondisi seperti ini, yaitu pola penggunaan ketergantungan, belum
menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal, mengalami
komplikasi fisik dan atau psikiatrik, dan atau pernah memiliki riwayat terapi
rehabilitasi beberapa kali sebelumnya.

Program rawat jalan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih
kondisi yaitu memiliki pola penggunaan yang sifatnya rekreasional, zat utama
yang digunakan adalah ganja atau amfetamin, atau zat utama yang digunakan
adalah opioda, namun yang bersangkutan telah berada dalam masa pemulihan
sebelum tersangkut tindak pidana, atau secara aktif menjalani program terapi
rumatan sebelumnya, berusia di bawah 18 tahun, dan atau tidak mengalami
komplikasi fisik dan atau psikiatrik.

Pasien yang mengikuti program lanjutan rawat jalan harus melakukan
kontrol pada unit rawat jalan sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika dengan
frekuensi setidaknya 2 (dua) kali seminggu tergantung pada perkembangan
kondisi pasien untuk memperoleh pelayanan intervensi psikososial, pencegahan
kekambuhan dan terapi medis sesuai kebutuhan serta menjalani tes urine secara
berkala atau sewaktu-waktu.

Pecandu yang telah melewati masa rehabilitasi, maka pecandu tersebut
berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian ke
masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika diharapkan menjalin kerjasama
dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan
lembaga swadaya masyarakat yang memberikan layanan pasca rawat.

Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika wajib melaporkan informasi
tentang pecandu penyalahgunaan narkotika yang menjalani program rehabilitasi
medis di tempatnya dengan mengikuti sistem informasi kesehatan nasional yang
berlaku. Dalam hal terjadi kondisi khusus dimana pecandu narkotika yang
menjalani program rehabilitasi medis melarikan diri, tidak patuh pada terapi,
melakukan kekerasan yang membahayakan nyawa orang lain atau melakukan
pelanggaran hukum, maka rumah sakit penerima rehabilitasi medis terpidana
wajib memberikan laporan kepada pihak kejaksaan yang menyerahkan.

1. Rehabilitasi Sosial (Social Rehabilitation)

Rehabilitasi sosial merupakan bagian dari proses rehabilitasi penderita
cacat yang berusaha untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi
semaksimal mungkin pengaruh-pengaruh negatif yang disebabkan kecacatannya,
sehingga penderita dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat.

Menangani pecandu narkoba, aparat penegak hukum harus berorientasi
kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan
mereka. Untuk dapat memfungsikan peran hakim dalam memutus atau
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menetapkan rehabilitasi perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain.
Tentu hal ini harus berlandaskan pada adanya pemahaman dan kesepakatan
bersama bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius bangsa dan musuh
bangsa. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib bersatu padu menyamakan
visi dan misi untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba demi mewujudkan
cita-cita luhur bangsa menjadikan generasi bangsa yang sehat.

Pemahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum
ini kemudian diwujudkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa
Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan
Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/II1/2014, Nomor 03
Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-
005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/11l/ 2014/BNN
Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang untuk penyebutan selanjutnya disingkat
Peraturan Bersama. Dengan demikian pecandu narkoba tidak lagi bermuara pada
sanksi pidana penjara melainkan bermuara di tempat rehabilitasi, karena sanksi
bagi pecandu disepakati berupa rehabilitasi.

Berdasar Peraturan Bersama tersebut dibentuk tim asesmen terpadu yang
berkedudukan di tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kota terdiri dari
tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka
yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap
narkoba terutama bagi pecandu. Tim tersebut kemudian melaksanakan analisis
hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi
yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan.

Hasil asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi
sebagai keterangan seperti visum et repertum. Hasil analisis akan memilah-milah
peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau
pengedar. Analisis Tim Asesmen terhadap penyalahguna ini akan menghasilkan
tingkatan pecandu mulai dari pecandu kelas berat, menengah dan kelas ringan
dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda.

Ditetapkan Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik
Indonesia pada tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika
dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, proses
penyidikan terhadap pecandu maupun penyalahguna narkotika mengalami
perubahan. Bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang ditangkap maupun
tertangkap tangan, maka akan dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu yang
terdiri dari unsur:

1. Tim dokter yang terdiri dari dokter dan psikolog;
2. Tim hukum vyang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan
Kemenkumham.

Tugas dari tim asesmen terpadu yaitu untuk menghentikan peredaran
gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika serta melakukan asesmen dan
analisa medis, psikososial dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi
pecandu dan penyalahguna narkotika.
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Tim asesmen terpadu juga mempunyai beberapa kewenangan yang
mencakup beberapa hal seperti, permintaan penyidik untuk melakukan analisis
peran seorang Yyang ditangkap atau tertangkap tangan, sebagai korban
penyalahguna, pecandu atau pengedar narkotika, menentukan Kkriteria tingkat
keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi,
merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban
penyalahguna narkotika.

Peraturan Bersama sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan
Pasal 54 Undang-Undang Narkotika dimana pecandu narkotika wajib menjalani
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam kaitan ini diharapkan
penyalahguna narkoba akan dijerat dengan pasal penyalahguna saja (Pasal 127
Undang-Undang Narkotika), dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103
Undang-Undang Narkotika dimana hakim dapat memutus atau menetapkan untuk
memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi.

E. Kendala Dalam Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Dan Upaya
Mengatasinya Pada Panti Yuami Medan

Semakin hari korban penyalahgunaan narkoba semakin meningkat, para
korban ini berasal dari berbagai kalangan mulai dari kelas bawah sampai dengan
kelas atas, dan mereka pun berasal dari berbagai usia, dari anak-anak sampai yang
sudah tua sekalipun. Apabila hal ini dibiarkan berlanjut terus-menerus, bukan
tidak mungkin akan menghancurkan generasi penerus bangsa di kemudian hari.

Seiring dengan perkembangannya, pemerintah telah memberlakukan
Undang-Undang Narkotika. Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Narkotika
disebutkan bahwa dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada dapat
dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna
tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Beberapa kasus
penangkapan pecandu narkoba, mereka terbukti tidak terlibat dalam pengedaran
narkoba, dengan kata lain mereka hanya sebagai pengguna saja. Kasus seperti ini,
setelah vonis pengadilan diputuskan maka para pengguna tersebut dapat diajukan
untuk menjalani rehabilitasi baik secara medis maupun sosial.

Adanya Undang-Undang Narkotika setiap pengguna narkoba yang setelah
vonis pengadilan terbukti tidak mengedarkan atau memproduksi narkotika, dalam
hal ini mereka hanya sebatas pengguna saja, maka mereka berhak mengajukan
untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Melihat hal tersebut, Undang-Undang
Narkotika memberikan kesempatan bagi para pecandu yang sudah terjerumus
dalam penyalahgunaan narkotika agar dapat terbebas dari kondisi tersebut dan
dapat kembali melanjutkan hidupnya secara sehat dan normal.

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu narkotika masih terdapat
beberapa kendala seperti kadang para pengguna narkoba baru memikirkan tentang
rehabilitasi setelah mereka terjerat hukum, seharusnya sebelum terjerat hukum
ataupun setelah terjerat hukum, setiap pengguna narkoba harus segera
mendapatkan pertolongan melalui suatu rehabilitasi. Perlu adanya perhatian dari
lingkungan sekitar terutama keluarga sebagai lingkungan terdekat agar peka
terhadap anggota keluarga mereka, jika ada yang terkena kasus penyalahgunaan
narkoba, segera bertindak dengan mulai mencari suatu lembaga rehabilitasi bagi
para pecandu narkotika.
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Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap para
pecandu narkotika yaitu program pencegahan dan rehabilitasi narkoba belum
menjangkau daerah pedesaan. Banyak orang-orang di pedesaan yang tidak paham
tentang narkoba sehingga mereka dengan mudah terjerumus. Masyarakat
pedesaan banyak yang tidak mengerti tentang permasalahan narkotika dan mereka
belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang narkotika sehingga banyak
remaja yang terlibat penyalahgunaan narkotika dan para pelaku pengguna
narkotika ini tidak mengikuti rehabilitasi. Selain itu kurangnya kesadaran
masyarakat tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu kendala pelaksanaan rehabilitasi ini.
Hal ini mungkin terkait dengan kurangnya sosialisasi BNN akan program-
programnya ke masyarakat sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui
betapa pentingnya lembaga rehabilitasi. Kurangnya pengetahuan dan ketakutan
yang berlebihan mengakibatkan masyarakat cenderung tidak melaporkan kasus-
kasus narkotika baik yang ia temukan maupun yang dia alami sendiri.

Pelaku pengguna narkotika ada yang bersedia secara sukarela mengikuti
program pemulihan di rehabilitasi narkoba, namun lebih banyak pecandu yang
menolak untuk terisolir di sebuah rehabilitasi. Hal ini terjadi karena sebagian
besar pecandu narkotika menganggap kehidupan di rehabilitasi narkoba
merupakan penderitaan bagi mereka yang masih berada dalam tahap kecanduan,
terutama saat melewati kondisi putus zat/sakaw.

Agar pecandu dapat terbebas dari narkotika keluarga harus memahami
bahwa ini merupakan langkah yang tepat bagi kehidupan pecandu selanjutnya
meskipun harus dilakukan dengan cara paksa. Orang tua, terutama ibu, biasanya
tidak tega melihat anaknya harus secara paksa diborgol dan disergap oleh pihak
rehabilitasi, sehingga membuatnya tidak dapat bersikap tegas terhadap anaknya.
Sadarilah pula bahwa pecandu narkoba yang masih aktif sangat lihai dalam
memanipulasi dan berbohong. Mereka dapat saja mengumbar janji untuk segera
berhenti menggunakan narkoba atau berpura-pura bahwa mereka sudah berhenti
menggunakan narkoba supaya tidak dimasukkan ke rehabilitasi, akan tetapi
semakin lama mereka jatuh ke dalam penggunaan narkoba yang terus-menerus,
maka akan semakin membahayakan pecandu maupun keluarga itu sendiri.

Hasil wawancara dengan Sarwan Perangin-angin selaku Ketua Bidang
Kemasyarakatan Lembaga Rehabilitasi dan Pencegahan Penyalahguna Narkoba
Yuami Medan menyebutkan beberapa kendala yang dihadapi dalam rehabilitasi
yaitu:

1. Kurangnya dukungan terhadap korban untuk direhabilitasi

2. Kurangnya pemahaman/sosialisasi tentang rehabilitasi di kalangan masyarakat

3. Setelah residen (bekas pecandu) keluar dari panti dalam arti sudah pulih,
sulitnya menghilangkan stigma di masyarakat yang mana hanya keburukan
dari perbuatan yang tidak baik yang dilakukan residenlah yang diingat
masyarakat walaupun residen tersebut sudah berbuat baik ataupun sudah
pulih.

4. Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya para keluarga pecandu
narkoba, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika bahwa para pecandu atau
pemakai narkotika tidak dipenjara (dihukum) oleh polisi apabila keluarga
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tersebut melaporkan/membawa anaknya ke pusat rehabilitasi atau kantor
BNN.

5. Takutnya para orang tua akan rusaknya pencitraan mereka apabila diketahui
anaknya adalah pecandu narkoba.

6. Masih banyaknya yang tidak mengetahui bahwa kegiatan ini semuanya
ditanggung oleh pemerintah (gratis).

Berdasarkan hal tersebut, maka hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi
terhadap pecandu narkotika adalah:

1. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal dalam hal ini dilihat dari konteks kebijakan.
Kebijakan internal Lembaga Rehabilitasi dan Pencegahan Penyalahguna Narkoba
Yuami Medan memberi ruang diskriminasi kepada calon penerima manfaat.
Dimana setiap calon penerima manfaat rehabilitasi harus memenuhi SOP (Standar
Operasional Prosedural) administrasi. Misalnya ditolak karena tidak memenuhi
syarat kelengkapan dokumen administrasi, seperti akta kelahiran, ijazah yang
terakhir dan lain-lain. Hal ini menjadi suatu kesulitan terhadap calon penerima
manfaat khususnya untuk kelas menengah kebawah guna mendapatkan
rehabilitasi sosial.

Di sisi lainnya kebijakan dalam penegakan hukum pidana tidak sejalan
antara aplikasi dan eksekusi. Hal tersebut lebih didominasi oleh pelaku pengguna
atau pecandu narkotika yang penempatannya berorientasi kepada pidana penjara
di Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan perubahan sikap dan
mental. Sedangkan Undang-undang Narkotika berasaskan pengayoman dan
perlindungan bagi para pecandu dan korban narkotika.

Mengacu kepada kerangka teori sebagai pisau analisis terhadap
kemanfaatan kebijakan yang mengemukakan bahwa undang-undang yang baik
adalah yang memberikan kebahagian yang besar kepada semua orang termasuk
pecandu dan pengguna narkotika.

2. Hambatan Internal

Hambatan internal meliputi hambatan dari sumber daya manusia, model
rehabilitasi yang digunakan, dan pengawasan. Adanya tahapan kegiatan yang
belum maksimal oleh institusi (pelaksana) mencakup pendekatan awal, sampai
pembinaan lanjut membutuhkan ruang sosialisasi yang lebih panjang dan
berkelanjutan di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan eksistensi
lembaga dimaksud sebagai pelaksana program rehabilitasi sosial pada para
pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Setiap terapis yang bekerja dalam
pusat pemulihan adiksi narkoba memahami bahwa hubungan antara terapis-klien/
pasien memegang peran kunci dalam upaya pemulihan. Terapis yang handal
memiliki keterampilan yang baik dalam menangani relasi tersebut. Sumber daya
manusia sebagai bagian terpenting pelaksanaan proses rehabilitasi juga menjadi
masalah yang dapat menjadi hambatan.

Jumlah yang sangat terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah penerima
manfaat, perbedaan gender antara petugas pelayanan sosial dan penerima manfaat,
kurangnya kemampuan dalam memahami peran, tugas pokok dan fungsi
penugasan, lemahnya sistem kordinasi antar bidang pelayanan, lambannya sistem
informasi yang dibutuhkan oleh petugas untuk selalu memutakhirkan pengetahuan
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sampai kepada perlunya menjalin komunikasi yang baik dengan pihak luar panti

rehabilitasi, terutama dengan keluarga penerima manfaat guna mendorong hasil

yang lebih maksimal menjadi hal-hal yang memerlukan perhatian untuk terus

mendapat perbaikan berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia.

Kesimpulan

1. Pengaturan hukum rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang dilakukan
panti Yuami Medan diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik
Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik
Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor
01/PB/MA/I11/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor
03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014,
Nomor PERBER/01/11l/ 2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika
dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

2. Upaya rehabilitasi terhadapa pecandu narkoba yang dilakukan panti Yuami
Medan adalah memberikan sosialisasi/penjelasan kepada orangtua atau wali
dari pecandu tentang Undang-Undang Narkotika, memberikan sosialisasi/
penjelasan kepada orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur
mengenai wajib lapor, tata cara wajib lapor serta rehabilitasi baik medis
maupun rehabilitasi sosial, meningkatkan peran orangtua dalam pencegahan
penyalahgunaan narkotika serta menekankan sosialisasi ke sekolah-sekolah
guna memberikan pengetahuan akan bahayanya penyalahgunaan narkotika

3. Kendala dalam merehabilitasi pecandu narkoba pada panti Yuami Medan
adalah kurangnya dukungan terhadap korban untuk direhabilitasi, kurangnya
pemahaman/sosialisasi tentang rehabilitasi di kalangan masyarakat, setelah
residen (bekas pecandu) keluar dari panti dalam arti sudah pulih, sulitnya
menghilangkan stigma di masyarakat yang mana hanya keburukan dari
perbuatan yang tidak baik yang dilakukan residenlah yang diingat masyarakat
walaupun residen tersebut sudah berbuat baik ataupun sudah pulih, kurangnya
pengetahuan masyarakat khususnya para keluarga pecandu narkoba, bahwa
dalam Undang-Undang Narkotika bahwa para pecandu atau pemakai
narkotika tidak dipenjara (dihukum) oleh polisi apabila keluarga tersebut
melaporkan/membawa anaknya ke pusat rehabilitasi atau kantor BNN,
takutnya para orang tua akan rusaknya pencitraan mereka apabila diketahui
anaknya adalah pecandu narkoba serta masih banyaknya yang tidak
mengetahui bahwa kegiatan ini semuanya ditanggung oleh pemerintah (gratis).
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